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ABSTRAK

Ulil Amri, No. BP. 07194017, Peran Tim Posko P3MD dalam Merumuskan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Talago Gunung, Kecamatan
Barangin, Kota Sawahlunto Tahun 2011. Program Studi IImu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Palitik, Universitas Andalas, Padang, 2011. Dibimbing
oleh : Prof Dr. Damsar MA dan Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri
dari 135 halaman dengan referens 20 buku teori, 5 buku metode, 2 tesis, 1 skrips, 1
jurnal, dan 1 situsinternet.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran TirskBd3MD dalam merumuskan
perencanaan pembangunan partisipatif di Desa T&agoing, Kecamatan Barangin, Kota
Sawahlunto Tahun 2011. Penelitian ini dilatarbetgkaoleh beberapa hal diantaranya
adalah banyak pihak yang merasakan berkurangnyga g@ém Posko P3MD dalam proses
Musrenbang Desa Talago Gunung sebagai bentuk psammtencana pembangunan
dengan melibatkan masyarakat. Tim Posko P3MD mé&arpam yang memandu jalannya
proses Musrenbang Desa. Desa merupakan level peatem terendah dalam sistem
pemerintahan di Indonesia, sehingga perlu mendagéiatian dalam proses perencanaan
pembangunan partisipatif. Berkurangnya peran Timsk®o P3MD menyebabkan
terganggunya proses perumusan perencanaan pembanpartisipatif di Desa Talago
Gunung. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adataelihat peran Tim Posko P3MD
dalam proses perencanaan pembangunan partisipatisuknya pada pelaksanaan
Musrenbang Desa Talago Gunung serta kendala ydvaglapi oleh Tim Posko P3MD
dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatigd® tipe deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dah dokumentasi. Sementara itu,
teknik keabsahan data yang peneliti gunakan ad@iahgulasi teknik dan triangulasi
sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan telmikposive samplingPenelitian ini
menggunakan konsep enam prinsip dalam perencareaanta rakyat untuk membahas
fokus permasalahan peran Tim Posko P3MD yaitu; safag percaya, saling mengenal
dan saling bisa bekerja sama, kesetaraan, ralgantenyepakati hasil yang diperoleh baik
saat itu ataupun setelahnya, kejujuran, berfikiektif, dan berfokus kepada masalah-
masalah masyarakat. Selain itu juga menggunakasekotiga hal penting yang mendapat
perhatian administrasi pembangunan dalam rangkssipasi untuk membahas rumusan
masalah kendala-kendala yang dihadapi Tim PoskoR3fitu : masalah kepemimpinan,
komunikasi, dan pendidikan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peram Posko P3MD Desa Talago
Gunung dalam tahap pelaksanaan pada proses Musgesbaara umum dapat dikatakan
berkurang. Sementara itu, kendala-kendala yangddpiaTim Posko P3MD adalah
permasalahan mengenai keputusan dan tindakan pamo@amimpin yang terkait dengan
pelaksanaan Musrenbang, komunikasi yang dilakukarang maksimal, daringkat
pendidikan Tim Posko P3MD yang sebagian besar nmasihah.

Kata kunci : Peran, Perencanaan, Partisipatif, Regunan.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan médrkgra wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Penterbdé@rah untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Secamgafosebagaimana yang disebutkan
dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, bahwa otonoeratiaadalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengéndiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai denganumaergierundang-undangarbalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan terdapat enasan pemerintahan yang tidak
diserahkan kepada Pemerintah daerah yaitu poligk hegeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Kemampuan Pemerintah Daerah dituntut dalam melaksan wewenang
pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Puwsaelut. Kemampuan Pemerintah
Daerah menjadi syarat dalam menerapkan otonomaldashingga kebijakan mengenai
otonomi daerah yang telah dibuat dapat mencapaarinya. Kemampuan Pemerintah
Daerah ini meliputi kesiapan dari masyarakat, kesiaperangkat daerah baik dari sikap
mental maupun kemampuan kreatif perangkat daetalassyang kondusif serta kontrol

dari masyarakat.

! Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PembentBaerah Pasal 1 ayat 5.
2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. tentang Petaken Daerah Pasal 10 ayat 3.
* Alexander Abe. 200Perencanaan Daerah PartisipatiBolo : Pondok Edukasi. Hal. 8.



Salah satu bentuk urusan Pemerintah Pusat yamalikse kewenangannya kepada
Pemerintah Daerah adalah di bidang pembangunansabribidang pembangunan
merupakan salah satu dari enam belas urusan vajibye yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu urusan pereacadan pengendalian pembanguhan.
Urusan tersebut juga menjadi salah satu dari eredas birusan wajib lainnya yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah untuk KabupatenKBtangan demikian Pemerintah
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibeswenang untuk mengurus bidang
pembangunannya sendiri.

Pembangunan merupakan sesuatu hal yang diinginken setiap masyarakat.
Masyarakat melihat pembangunan sebagai suatu bpatukahan ke arah yang lebih baik.
Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkesaha mewujudkan pertumbuhan
dan perubahan secara terencana dan sadar yanguliteteh suatu negara bangsa menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangatonal building)® Pembangunan itu sendiri
dapat berupa pembangunan fisik seperti pembangenmaiatan, jalan raya, rumah sakit
dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula pembamgumonfisik seperti pembangunan
kepribadian, mental, sikap, tingkah laku dan selvgg.

Pembangunan dapat dilaksanakan dengan terlebih ludahemembuat
perencanaannya. Perencanaan pembangunan dapakadiagebagai suatu proses
perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-kegan yang didasarkan pada data-data

dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahark unelaksanakan suatu rangkaian

* Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemkeintBaerah Pasal 13 ayat 1.

> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PembentBaerah Pasal 14 ayat 1.

® Sondang P. Siagian. 2008dministrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan &jmaya. Jakarta : PT
Bumi Aksara. Hal. 4.



kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang terfigik (material) maupun fisik (mental

dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yaetghl baik! Artinya, perencanaan

pembangunan itu ialah suatu proses penyusunandhsdgkgkah yang akan diambil dalam
pelaksanaan suatu pembangunan dengan pemanfaataverssumber pembangunan
tertentu. Perencanaan pembangunan tersebut bertwjotuk mempersiapkan segala
kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembang Dengan demikian,

pembangunan yang terlaksana dapat sesuai dengeyinki.

Ada berbagai sistem perencanaan pembangunan, gagamtung dari cara melihat
atau pendekatannya. Sistem perencanaan pembangasamal dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaanddguonan Nasional mencakup lima
pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan; y&) politik; (2) teknokratik; (3)
partisipatif; (4) atas-bawalofp-dowr); dan (5) bawah-atabd@ttom-up. Pendekatan politik
memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Dae@hhagroses penyusunan rencana,
karena rakyat pemilih menentukan pilihannya benmt@saprogram-program pembangunan
yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kefzd&rah. Perencanaan dengan
pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan mengganaetode dan kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secamgsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilakaandengan melibatkan semua pihak
yang berkepentingastakeholdersterhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalak unt
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa men#iddangkan pendekatan atas-bawah

dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakarruhgmjang pemerintahan. Rencana

" Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 20@&rencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali
Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerdhkarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 7.



hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselarask@alui musyawarah yang
dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinshikgaten/kota, kecamatan, dan désa.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif memigssuatu hal yang menarik
untuk dibahas karena menitikberatkan pada ketéalbaemua pihak yang berkepentingan
dalam proses perencanaan pembangunan. Salah bkatu y@ing berkepentingan dalam
perencanaan partisipatif adalah masyarakat. Mdsyaraliberi kebebasan dalam
menyampaikan aspirasinya mengenai kebutuhan pembangMasyarakat memiliki hak
untuk menyampaikan apa yang dicita-citakannya datemciptakan pembangunan daerah.
Masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, karenayarakat adalah pihak yang akan
menerima hasil dari penyelenggaraan pembangunaebtdr Dengan demikian, perlu
dilihat hubungan antara perencanaan yang telatagkan sebelumnya, yang kemudian
dirumuskan oleh pemerintah terhadap bentuk pembmamgyang nanti diterima oleh
masyarakat.

Pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi sardpagan tingkat desa memiliki
tugas dalam melaksanakan wewenang pemerintahanrtisegi@am perencanaan
pembangunan partisipatif. Perencanaan pembanguatisigatif pada tingkat desa
merupakan salah satu hal yang sangat perlu diplkahatDesa sebagai hulu dalam
perencanaan pembangunan partisipatif semestinyalapeh perhatian yang istimewa.
Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanparencanaan pembangunan
partisipatif di hulu, karena kelengkapan dan kesemgan yang dilakukan di hulu akan

berkontribusi sangat progresif bagi perbaikan kesbbnnya.Pembangunan perdesaan

8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistareneanaan Pembangunan Nasional pada
penjelasan bagian umum.



mempunyai arti dan peranan yang strategis dalargkeapembangunan nasional dan
daerah, karena desa beserta masyarakatnya merulpaki@san atau basis dari kekuatan
ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan lezem’

Selain itu, alasan perencanaan pembangunan patifisgada tingkat desa perlu
diperhatikan karena sebagian besar penduduk Indoadalah penduduk yang tinggal di
wilayah perdesaan. Kendati dalam dua dasawardditeperkembangan kota maju dengan
amat pesat, secara umum wilayah negara kita maditméhasi oleh daerah perdesaan.
Dan rata-rata masyarakat perdesaan merupakan rakalyayang berada pada tingkat
ekonomi lemah. Hal tersebut dapat digambarkan oigterbandingan jumlah penduduk
miskin antara wilayah perkotaan dengan perdesabndinesia, sebagai berikut :

Tabd 1.1. Tabd Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Dirinci M enur ut Kota dan
Desa Tahun 2009

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Kota (K) Desa (D)

11.910,5 20.619,4

Jumlah (K+D) = 32.530,0

Berdasarkan data BPS Maret 2009 tentang jumlahyslerikdmiskin kota dan desa

di Indonesia diketahui bahwa jumlah penduduk midkinih banyak berada di wilayah

° Pendekatan dan Prinsip dalam Strategi Pembangunaridsaan “Manunggal Sakatotialam Tabloid
Sumatera Barat Membangun Edisi Khusus Sumaterd Balam 50 tahun Kemerdekaan RI. 1995. Penerbit :
Proyek Operasi Penerangan Daerah Kanwil DEPPEN teuanBarat. Hal. 38.

19 Sunyoto Usman. 200@embangunan dan Pemberdayaan MasyaraKatyyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.
29.

' Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Keéngiek Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2009 dalam
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&defikid_subyek=23&notab=3 Diakses pada tanggal
13 Juni 2010 pukul 14.22 WIB.




perdesaan. Jumlah penduduk miskin di desa lebinkudua kali lebih banyak dari jumlah
penduduk miskin di kota. Masing-masing jumlah pehdu miskin di kota sebesar
11.910.500 orang dan jumlah penduduk miskin di debasar 20.619.400 orang.

Menurut Botkin, secara demografis bagian terbesadpduk tinggal di perdesaan,
sekitar 70-80% penduduk dunia terutama pada nebarkembang dan terbelakang
bermukim di perdesadfA. Hal tersebut memperkuat alasan pembahasan mengenai
perencanaan pembangunan partisipatif pada tingkat dnenjadi perlu diperhatikan.
Dengan demikian pembangunan hendaklah lebih diaralée perdesaan, agar dapat
tercipta pemerataan pembangunan dan merupakan $estiwuk upaya pengentasan
terhadap kemiskinan. Untuk dapat mewujudkan pembeary tersebut maka perlu
diterapkan perencanaan pembangunan partisipatif.

Salah satu bentuk perencanaan partisipatif adalalsyddvarah Perencanaan
Pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan sgdanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rang&ayosun rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan daérBiengan demikianMusrenbang merupakan
bentuk pengaplikasian dari perencanaan partisjpatiena melibatkan seluruh pelaku yang
berkepentingan. Musrenbang mulai ada pada tingkettath sampai nasional. Musrenbang
ini dimulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatiota/Kabupaten, Provinsi, dan
Nasional. Dalam Musrenbang, dibahas mengenai barlmagcam rencana pembangunan

yang akan dilaksanakan.

2 Tjahya Supriatna. 200Gtrategi Pembangunan dan Kemiskinaakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 69.
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahudd20entang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pasal 1 ayat 21.



Sama halnya dengan Kota/Kabupaten lain di Indondsma Sawahlunto juga
menerapkan Musrenbang dalam proses perencanaaampgunian partisipatif. Berdasarkan
pada buku pedoman perencanaan pembangunan péftiggrey dikeluarkan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kotahl8aiwatahun 2005, tahapan
Musrenbang diawali dengan Musrenbang Desa/Kelurdlaarenbang Kecamatan, Forum
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Musrenbéota. Adapun peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksapagencanaan pembangunan
partisipatif di Kota Sawahlunto adalah Keputusanikdga Sawahlunto Nomor 16 Tahun
2006 tentang Pengesahan Hasil Lokakarya Penyenmgurn@roses Penyusunan
Perencanaan Partisipatif Kota Sawahlunto. Dalanatpean tersebut dijelaskan tentang
proses perencanaan partisipatif yang diterapk&oti Sawahlunto saat ini.

Salah satu terobosan pemerintah daerah untuk rieibavarga dalam perencanaan
pembangunan adalah melalui P3MD (Perencanaan ipatifiPembangunan Masyarakat
Desa)* P3MD merupakan suatu metode yang digunakan dalameep pelaksanaan
Musrenbang. P3MD merupakan metode yang dirancatgk unemberikan kemampuan
kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dalalowul proses pengelolaan
pembangunan desa, dimulai dari proses perencarmagsy sesuai dengan aspirasi dan
prioritas kebutuhan setempatHal yang menjadi perhatian P3MD adalah agar usulan

usulan dari desa dapat diakomodasikan di tingkeskatan, dan kemudian dapat diterima

14 Hetifah Sj Sumarto. 2009novasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Rrakl Inovatif dan
Partisipatif di IndonesiaJakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal. 299.
15 Hetifah Sj Sumartdbid. Hal. 298.



melalui Musrenbang Kot®. Berikut ini merupakan bagan yang menggambarkasegro
perencanaan partisipatif di Kota Sawahlunto demgeatode P3MD.

Bagan 1.1. Bagan Proses Penyusunan Perencananan Pembangunan Partisipatif Kota
Sawahlunto

RPTLC

(RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUNAN DAERAH)

MUSRENBANG
KOTA

TIM POSKO
MUSRENBANG P3MD
KECAMATAN KECAMATAN

r{ ——
MUSRENBANG TIM POSKO
DESA P3MD DESA

 \ &

Sumber : Hasil olahan dokumen Pedoman PerencarmgabaPgunan Partisipatif
Bappeda Kota Sawahlunto 2005.

P3MD hanya terdapat di beberapa Kabupaten/Kotandalaal penerapannya di
Indonesia. Kota Sawahlunto merupakan salah sataligang menerapkan metode P3MD
tersebut, selain tiga daerah lainnya yaitu Kutaipd dan SoloR! Pada tahun 1995 proses
perencanaan di Kota Sawahlunto telah dilaksanakagaih melibatkan masyarakat, yaitu

dengan menggunakan pola Perencanaan PartisipatibdPgunan Masyarakat Desa

181hid. Hal. 299.
YIbid. Hal. 298.



(P3MD) yang mana pola ini merupakan pola yang di@mgkan secara nasiorial.
Kemudian, pada tahun 1998 metode P3MD ini telalatddpgerapkan dengan baik untuk
semua desa/kelurahan serta kecamatan di Kota Sawahl Untuk menjalankan P3MD,
dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) déader Des&’ Melihat pada tugas
yang dilakukan oleh Pokjanal, di Kota Sawahlunt&j&wal dinamakan dengan Tim Posko
P3MD Kecamatan. Sedangkan Kader Desa dinamakaradehgn Posko P3MD Desa.
Tim Posko P3MD Desa maupun Kecamatan terdiri dakoh masyarakat di masing-
masing Desa atau Kecamatan yang dianggap mempkaygmpuan dan ditentukan oleh
Kepala Desa serta Kepala Camat.

Sesuai dengan namanya, P3MD berorientasi padasgpesencanaan pembangunan
di daerah perdesaan. Hal ini dilakukan untuk medkan peningkatan pembangunan pada
masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan alesyperdesaan. Di Kota Sawahlunto
jumlah desa lebih banyak dibandingkan dengan jurkédilrahan. Kota Sawahlunto terdiri
dari 27 desa dan 10 kelurahan. Sehingga penekarteadap perencanaan pembangunan
partisipatif pada masyarakat perdesaan perlu mandagrhatian agar dapat dilakukan
dengan tepat sasaran dan bermanfaat.

Tim Posko P3MD memiliki peran dalam setiap tahapada Musrenbang. Secara
umum, Tim Posko P3MD memiliki peran dalam memba@nyelenggaraan Musrenbang,
khususnya pada Musrenbang Desa dan Musrenbang EeranSesuai dengan perhatian

dari P3MD, Tim Posko P3MD sebagai subjek yang menkan metode P3MD

®Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Sawahlunto. 2005. Buku Pedoman
Perencanaan Pembangunan Partisipatif PenyempurnBapses Penyusunan Perencanaan Partisipatif
Sawahlunto : Bappeda. Hal. 1.

9 1pid.

20 Hetifah Sj Sumartd.oc.cit. Hal. 299.



mengupayakan agar usulan-usulan dari desa dapatmubaasikan di tingkat Kecamatan,
dan kemudian dapat diterima melalui Musrenbang Kota

Peran Tim Posko P3MD Desa dalam perumusan Musrgribaga terbagi menjadi
tiga, sesuai dengan tiga tahapan dalam Musrenbasg.Xetiga tahapan tersebut adalah
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasaa Tim Posko P3MD dalam tahap
persiapan secara umum meliputi tugas-tugas yarkgiben dengan menyiapkan segala hal-
hal yang dibutuhkan untuk tahap pelaksanaan Muarentbesa. Tahap ini dilakukan
sebelum Musrenbang Desa diselenggarakan. Sedampgkan Tim Posko P3MD dalam
tahap pelaksanaan meliputi hal-hal yang berkaitengdn proses dari pelaksanaan
perencanaan partisipatif, dimana di dalamnya TinskBoP3MD memandu jalannya
pelaksanaan Musrenbang Desa secara partisipal#inj@mya, peran Tim Posko P3MD
pada tahap pasca secara umum mencakup tentangtuggas menyiapkan laporan
mengenai pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksansebelumnya. Berikut ini
merupakan bagan yang menggambarkan peran Tim FRR3YO Desa dalam Musrenbang
Desa.

Bagan 1.2. Bagan Peran Tim Posko P3M D Desa dalam Musrenbang Desa

Tahap Persiap:

MUSRENBANG Peran Tirr
— Posko Tahap Pelaksana
P3MD

Tahap Past

Sumber : Hasil olahan dokumen Pedoman PerencaraabaPgunan



Partisipatif Bappeda Kota Sawatdu205.
Penelitian ini lebih memfokuskan pada peran TimkBoB3MD dalam tahap

pelaksanaan. Peran Tim Posko P3MD dalam tahap gzslakn merupakan peran yang
sangat penting dalam Musrenbang Desa. Karena d&dhap pelaksanaan ini proses
perumusan usulan-usulan dari masyarakat dilakughmgga menghasilkan suatu rencana
pembangunan desa. Artinya, dalam tahap pelaksanadah bentuk perumusan
perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan.

Desa Talago Gunung merupakan salah satu desa @ Batvahlunto yang
menerapkan metode P3MD dalam Musrenbang. Namumdapat indikasi dalam
lpelaksanaan Musrenbang di Desa Talago Gunung tphda 2011. Peran Tim Posko
P3MD kurang berjalan dalam proses perumusan Muargnb Hal ini tentunya
menunjukkan pula bahwa perencanaan partisipakibth Sawahlunto juga kurang berjalan
dengan baik. Terdapat data-data empiris mengeh&etsabut diantaranya sebagai berikut
: dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa @ &amung, Kecamatan Barangin, Kota
Sawahlunto menyebutkan :

“...Saat ini peran Tim Posko P3MD sudah mulai beakg. P3MD yang

seharusnya memfasilitasi masyarakat dalam pereacgmembangunan di

perdesaan tidak berfungsi lagi. Peran Tim Poskanddahhap pelaksanaan

misalnya pemeringkatan terhadap usulan tidak dikaa, pembagian

kelompok menjadi bidang fisik prasarana, ekonoran dosial budaya juga
tidak dijalankan lagi..?*

Selain itu, juga diperkuat dengan hasil wawancamagdn dari hasil wawancara
yang dilakukan dengan salah seorang Tim Posko P3DE3a Talago Gunung,

menyebutkan :

2 Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Talago @uriecamatan Barangin, Kota Sawahlunto pada
tanggal 05 Juni 2010 di Desa Talago Gunung.



“...Pelaksanaan Musrenbang dengan menggunakan ene8MD tiga tahun
terakhir ini mengalami kemunduran. Usulan yang dijan RKPD
mayoritas berasal dari usulan tahun sebelumn¥fa...”

Sementara itu, wawancara dengan Kepala Bagian Pisikarana BAPPEDA Kota
Sawahlunto menyebutkan :

“...Kami sadari peran Tim Posko P3MD dalam pelaksanMusrenbang di

Kota Sawahlunto saat ini sudah berkurang. Kami akatakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunanppsftigi. Dengan
melihat kendala-kendala yang terdapat dalam petalsa..**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bag&gik Prasarana BAPPEDA
Kota Sawahlunto tersebut, dapat dilihat bahwa péiiam Posko P3MD sebagai subjek
yang membantu dalam penyelenggaraan Musrenband) sagt&urang, tepatnya mulai
tahun 2007 hingga sekarang. Peneliti akan memfakugenelitian pada Musrenbang
tahun 2011. Berhubung Musrenbang tahun 2011 meanpdusrenbang terbaru dalam
pelaksanaannya.

Untuk dapat menciptakan pembangunan partisipatifa paasyarakat perdesaan
diperlukan peran Tim Posko P3MD sebagai subjek p¢guyelenggara dalam merumuskan
perencanaan pembangunan di perdesaan melalui paggaraan Musrenbang. Peran
tersebut saat ini telah dirasakan kurang sehinggmunculkan kurang baiknya proses
perencanaan pembangunan partisipatif di Desa TdBgwng. Fenomena yang terlihat
tersebut tidak terlepas dari bentuk perencanaatisipatif yang digunakan. Fenomena
tersebut muncul dari bentuk perencanaan partiigahg digunakan dalam perumusan

Musrenbang di Desa Talago Gunung. Artinya, bagaartsantuk perencanaan partisipatif

%2 Hasil wawancara dengan Tim Posko P3MD Kecamatarariin, Kota Sawahlunto pada tanggal 07
November 2010 di Kecamatan Barangin.

2 Hasil wawancara dengan Kabag Fisik Prasarana BBRRfbta Sawahlunto pada tanggal 11 Juni 2010 di
Kantor BAPPEDA Kota Sawahlunto.



yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Musrenthiabgsa Talago Gunung sehingga
menimbulkan fenomena kurang berperannya Tim PosBwICP Dalam kaitan inilah

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengagul Peran Tim Posko P3MD dalam
Merumuskan Perencanaan Pembangunan Partisipddésh Talago Gunung, Kecamatan

Barangin, Kota Sawahlunto Tahun 2010.

1.2. Rumusan M asalah

Otonomi daerah menitikberatkan pada bentuk pengeralusan pemerintahan dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Salah satukburusan pemerintahan yang
diserahkan adalah di bidang pembangunan. Urusamdpidembangunan merupakan salah
satu urusan wajib yang menjadi kewenangan PemeantaDaerah, yaitu urusan
perencanaan dan pengendalian pembangunan. Apa&bobacdra konsep partisipasi dalam
proses perencanaan pembangunan, maka akan bertengand istilah perencanaan
partisipatif. Dapat dijelaskan proses perencanaanispatif merupakan suatu bentuk
perencanaan dalam proses penyusunan pembangurdep&e, dengan cara melibatkan
seluruh pihak yang berkepentingan, salah satunglaladnasyarakat.

Musrenbang merupakan salah satu bentuk perencapaatisipatif dalam
pembangunan. Dalam pelaksanaan Musrenbang inipegrdaatu metode yang digunakan
yaitu P3MD (Perencanaan Partisipatif PembangunasyMakat Desa). Kota Sawahlunto
merupakan salah satu Kota di Indonesia yang merdgmn metode P3MD tersebut.
Pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatifKada Sawahlunto dengan
menggunakan metode P3MD tersebut, merupakan bep&rkontohan pelaksanaan

perencanaan partisipatif di tingkat Nasional padwala penerapannya. Dalam



pelaksanaannya, P3MD mempunyai Tim Posko P3MD yardppat pada tingkat desa
maupun Kecamatan. Peran Tim Posko P3MD dalam palaks Musrenbang sangatlah
penting, untuk dapat menjaring aspirasi dengan baguai dengan metode yang ada di
dalamnya.

Namun, terdapat indikasi mengenai kurang berpegnfiyn Posko P3MD ini
dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Talago Gui@ogmatan Barangin Kota
Sawahlunto saat ini. Hal tersebut tentunya mengditu permasalahan dalam proses
perencanaan partisipatif. Pembangunan yang akaku#ihn akan menjadi tidak tepat
sasaran karena lemah dalam proses perencanaaratdfegang dilakukan Tim Posko
P3MD dalam Musrenbang saat ini dinilai tidak sest@ngan peran yang seharusnya.
Bertalian dengan hal tersebut, maka pokok permasalgang menjadi fokus penelitian
adalah :

1) Bagaimana peran Tim Posko P3MD dalam merumuskarenpanaan
pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung Ketan Barangin Kota
Sawabhlunto tahun 20117

2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim PoskdDP8alam merumuskan
perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Talagoung Kecamatan

Barangin Kota Sawahlunto?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuagliten ini adalah sebagai

berikut :

1) Mendeskripsikan peran Tim Posko P3MD dalam meruatusfierencanaan
pembangunan partisipatif di Desa Talago Gunung Ketan Barangin Kota
Sawabhlunto tahun 2011.

2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi ®dlehPosko P3MD dalam
merumuskan perencanaan pembangunan partisipaifeda Talago Gunung

Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini memiliki beberapa aetnfaitu :

1. Manfaat akademis
Penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan Ilimdmiistrasi Negara.
Penelitian ini merupakan aplikasi dari ilmu penbeen yang diperoleh dari
perkuliahan Manajemen Publik, Teori Pembangunargrifanaan Pembangunan.

2. Manfaat praktis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikasukan yang berguna bagi
Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upaya menciptp&egncanaan pembangunan
partisipatif.

3. Manfaat teknis



Penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selagp sebagai referensi informasi
tentang peran Tim Posko P3MD dalam perumusan Mbargndi Desa Talago

Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

. Manfaat sosial

Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai peéranPosko P3MD untuk
menciptakan pembangunan partisipatif di Desa Tal&anung Kecamatan

Barangin Kota Sawahlunto.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan pada temuan dan analisis terhadaplelagan konsep yang digunakan,
maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan seblagakut :

1. Peran Tim Posko P3MD Desa Talago Gunung dalam fadlagsanaan pada proses
Musrenbang secara umum dapat dikatakan berkuraalgtdrsebut diungkapkan
berdasarkan analisis pada temuan dan analisisdegghdata dengan konsep yang
digunakan yaitu kurangnya rasa saling mengenahgspercaya dan saling bekerja
sama antar sesama anggota Tim Posko P3MD DesaoT@agung. Tim Posko
P3MD diketahui belum maksimal dalam menciptakaret@gaan walaupun telah
memberikan kesempatan kepada peserta Musrenbangk unenyampaikan
pendapat tanpa membedakan kedudukan maupun japesanta. Rakyat kurang
bisa menyepakati hasil yang diperoleh baik saaatéwpun setelahnya. Peran Tim
Posko P3MD dilihat dari segi kejujuran belum malainwalaupun sudah dapat
dikatakan jujur. Tim Posko P3MD Desa Talago Gunungang berfikir objektif
dalam menjalankan perannya. Tim Posko P3MD DesagbalGunung belum
maksimal berfokus kepada masalah-masalah masyara&skipun dapat dikatakan
sudah berfokus kepada kebutuhan masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Tim Posko P3MD Deakgb Gunung dalam
menjalankan perannya pada Musrenbang Desa berdasakalisis dengan

menggunakan konsep tigaal penting yang mendapat perhatian administrasi



pembangunan dalam rangka partisipasi menurut Binfgokroamidjojo dapat
dideskripsikan menjadi : Masalah kepemimpinan, germasalahan mengenai
pemimpin-pemimpin yang terkait degan pelaksanaasréfibang yang belum dapat
menciptakan keputusan dan tindakan yang dilakulaciayam proses perencanaan
pembangunan partisipatif secara kondusif. Selaygytrkomunikasi yaitu Tim
Posko P3MD terkendala dengan komunikasi yang ddakukurang maksimal.
Kendala berikutnya adalah pendidikan, yaitu tings@tdidikan Tim Posko P3MD
yang sebagian besar masih rendah. Kendala-kendadabtit harus mendapat
perhatian serius dari pihak-pihak terkait sehinggean Tim Posko P3MD dalam
merumuskan perencanaan pembangunan partisipddésh Talago Gunung dapat

berjalan dengan baik.

6.2. Saran

Pelaksanaan peran Tim Posko P3MD Desa Talago Gudalagn merumuskan
Musrenbang Desa berkurang dari tahun-tahun sebghurBerkurangnya peran Tim Posko
P3MD tersebut sejalan dengan ditemukannya kendaldédda pada pelaksanaan
Musrenbang Desa Talago Gunung. Terdapat beberapa gsang peneliti kemukakan
berikut ini :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlumtck dapat melakukan
kajian dan penyempurnaan terhadap bentuk perentgembangunan partisipatif
yang diterapkan di Kota Sawahlunto saat ini benoglaksanaan lokakarya secara
periodik tentang perencanaan pembangunan parifsidata Sawahlunto dan

sekaligus menyelenggarakan sosialisasi terhadtgnsigerencanaan pembangunan



partisipatif tersebut. Selain itu diharapkan untkpat melaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan peran Tim Posko P3MD Desaagamgli Kota Sawahlunto
secara periodik berupa kegiatan refresher atauegangn terhadap Tim Posko
P3MD, sehingga perbaikan dan fungsi kontrol dapgalan.

. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa Talago Guouatgk dapat mengevaluasi
kembali keanggotaan Tim Posko P3MD dengan mempkahatkemampuan
sumber daya manusia yang dimilikinya yang dapétatildari segi pengalaman dan
latar belakang pendidikan dari anggota Tim PoskdP3 misalnya dengan
melakukan rekrutmen dengan memperhatikan spesalifsai calon anggota Tim
Posko P3MD.

. Diharapkan kepada Tim Posko P3MD Desa Talago Gununtuk dapat
mengadakan pertemuan anggota Tim Posko P3MD separidik serta
menjalankan peran dengan sungguh-sungguh dan seyaest

. Diharapkan kepada masyarakat Desa Talago Gunung day@at mendukung
jalannya pelaksanaan Musrenbang Desa Talago Gudengan menggunakan
metode P3MD dengan maksimal, sehingga dapat mekagudoerencanaan
pembangunan yang partisipatif. Hal tersebut dajatukan dengan cara mengikuti

proses pelaksanaan Musrenbang dengan sungguh-samggu
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